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Muhammad Meidiaz Ismail (B1110994), “Peranan Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Dalam menyelesaikan Permasalahan 
Pembajakan Atlet di Sulawesi Selatan” (dibimbing oleh Hasbir Paserangi 
selaku Pembimbing I dan Muh. Hasrul selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam menyelesaikan pembajakan 
atlet di Sulawesi Selatan serta perlidungannya terhadap permasalahan 
pembajakan atlet yang sudah marak terjadi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar karena banyaknya 
atlet-atlet berdomisili di Makassar yang dibajak apalagi menjelang multi 
event nasional maupun internasional. Komite olaharaga nasional 
Indonesia (KONI) adalah selaku lembaga atau instansi yang berwenang 
dan bertanggung jawab atas segala peningkatan sumber daya olahraga di 
Makassar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
kualitatif. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) Dampak 
negatif yang ditimbulkan oleh pembajakan Atlet terhadap daerah yang 
dibajak dan alasan mengapa atlet-atlet  di Sualwesi Selatan  memilih 
membela daerah lain dibanding daerahnya sendiri salah satunya karena 
ingin memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding daerah asalnya. (2) 
Perlindungan yang diberikan KONI terhadap permasalahan pembajakan 
atlet di Sulawesi Selatan belum ada upaya konkret dalalm melindungi 
atletnya karena peraturan yang mengatur tentang mutasi sudah jelas akan 
tetapi  Pihak KONI kurang serius menanggapi permasalahan ini seakan-
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A. Latar Belakang Masalah 
Hampir seluruh kehidupan (Fakta Sosial) semuanya diatur oleh hukum 
sehingga menjadi perbuatan hukum (Fakta Hukum), dari mulai hal yang 
paling kecil sampai hal terbesar hukum selalu berperan dan ada dalam 
barisan paling depan untuk mengatur kehidupan manusia. Karena itu 
pembangunan hukum di Negara ini diarahkan untuk mencapai kemajuan 
dan kesejahteraan, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan 
rasa keadilan. Pembangunan hukum nasional ini dilaksanakan karena 
oleh masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing serta menciptakan sarana yang menunjang dan saling 
melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya 
pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional 
adalah untuk mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur merata 
materil dan spiritual untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 
tersebut, telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 alinea ke-4, yang berbunyi:1 
 „„…..Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 









Berdasarkan hal tersebut diatas, Negara Republik Indonesia adalah 
negara hukum yang demokratis bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal 
ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
amandemen ke-IV. Maka segala tingkah laku seseorang dalam 
masyarakat harus mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi 
tercapainya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa kita yaitu adil dan 
makmur. 
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. 
Maka dengan demikian setiap warga negara diperlakukan dan diberi 
kedudukan yang sama dihadapan hukum, juga setiap warga negara 
mendapatkan perlindungan hukum yang sama atas keselamatan dan 
keamanan jiwa, kehormatan juga harta bendanya. Hal tersebut sesuai 
dengan Pasal 27 (1) UUD 1945 (amandemen ke-4) dengan menganut 
asas Equality Before The Law yang berarti bahwa adanya kesederajatan 
dimuka hukum, yaitu pengakuan terhadap kedudukan yang sama dimata 
hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta dijaminnya 
hak-hak tersebut. 
Namun kenyataan dalam bidang keolahragaan di Indonesia ini hukum 
belum berperan sepenuhnya, selama ini bidang keolahragaan hanya 
3 
 
diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang 
bersifat parsial atau belum sepenuhnya mengatur aspek keolahragaan 
secara menyeluruh, serta belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib 
di bidang keolahragaan. 
Salah satu payung hukum keolahragaan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional, undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum 
, sementara jenis-jenis olahraga beragam dalam setiap jenis olahraga 
tersebut mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. 
Kenyataannya payung hukum tersebut kurang efektif dalam 
melindungi para atlet dalam melakukan kegiatan olahraga. Buktinya 
masihnya banyak atlet-atlet yang masih tertimpah kasus hukum baik itu 
dalam bidang pidana maupun bidang perdata salah satu contoh yang 
paling merugikan misalnya masih maraknya pembajakan pemain. Apalagi 
menjelang multievent nasional maupun internasional, daerah yang kaya 
masih sering membajak atlet berprestasi di daerah yang lebih rendah 
ekonominya padahal pada hakekatnya para atlet adalah profesi yang 
sangat penting karena dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa 
atau daerah tempat asalnya.  
Hal ini juga menciptakan iklim buruk bagi sistem keolahragaan 
nasional karena begitu mudahnya mendapatkan atlet berprestasi hanya 
dengan mengeluarkan sedikit dana saja maka atlet tersebut dipinangnya 
tidak perlu lagi melakukan pelatihan atau pembinaan jangka panjang 
4 
 
untuk membina atlet berprestasi. Tentu hal ini merugikan daerah atlet 
yang dibajak karena dengan berkurangnya atlet berprestasi di daerah 
tersebut maka akan berkurang pula prestasi olahraga yang didapatkan 
oleh daerah tersebut.  Dan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau 
tahun 2012 kemarin menurut data Bagian Bina Prestasi Sulawesi Selatan 
atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut ialah 245 atlet dan yang dibajak 
sebesar 18 orang atlet dan Sulawesi Selatan menempati peringkat 7, 
turun satu peringkat dibanding PON Samarinda 2010 yang menempati 
peringkat 6, masalah ini juga menjadi salah satu penyebab turunnya 
prestasi olahraga Sulawesi Selatan jika dilihat dari keikutsertaan Sulawesi 
Selatan dalam multievent olahraga sebesar PON. 
Namun disisi lain juga undang-undang No. 3 Tahun 2005 mengatur 
hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab semua pihak 
(pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat) dan koordinasi yang 
sinergis secara baik pada tingkat pusat dan daerah dan secara horizontal 
antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat 
daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan 
olahraga, masyarakat dapat berperan serta membentuk induk organisasi 
olahraga pada tingkat pusat dan daerah.  
Negara kita mempunyai organisasi keolahragaan nasional yaitu 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang berwenang dan 
bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan 
mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap 
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anggota di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini juga 
menjadi salah satu tanggungjawab KONI lalu langkah-langkah apa yang 
digunakan KONI untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oleh karena itu 
penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Komite Olahraga 
Nasional (KONI) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pembajakan 
Atlet Di Sulawesi Selatan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 
1. Bagaimanakah dampak yang ditumbulkan dalam permaslahan 
pembajakan atlet yang terjadi di Sulawesi Selatan? 
2. Bagaimana peranan dan bentuk bantuan perlindungan KONI dalam 
permasalahan pembajakan atlet yang terjadi di Sulawesi Selatan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam permasalahan 
pembajakan atlet yang terjadi di Sulawesi Selatan.  
2. Untuk mengetahui peranan dan bentuk perlindungan KONI dalam 
menyelesaikan permasalahan pembajakan atlet di Sulawesi 
Selatan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi 




2. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan di masa 






A. Hukum dan Olahraga 
1. Hubungan Hukum dengan Keolahragaan 
Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari hal 
apapun termasuk dalam hal olahraga. Dan dalam hal ini hukum menjadi 
suatu pedoman yang harus dipatuhi agar kepentingan masing-masing 
induvidu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Hukum dalam 
olahraga sangat diperlukan karena memainkan peranan penting dalam 
mengatur, menjaga ketertiban dan ketentraman dalam semuan aktivitas 
Olahraga . 
Salah satu paying hukum keolahragaan yang terdapat pada Undang-
Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam 
undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi 
dan peran serta masyarakat, keprofesionalan,kemitraan, transparansi dan 
akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna 
mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara 
mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan 
keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus 
ditagani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan 
dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan 
pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, 
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terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. 
Prinsip  transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong 
ketersediaan  informasi yang dapat diakses sehingga memberikan 
peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan 
keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan 
kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, 
serta memungkinkan  berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari 
kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran 
keolahragaan nasional bisa tercapai.1 
Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem 
keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan 
yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara 
lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan 
prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang 
keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan 
industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua 
pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan 
memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya 
yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem 
antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lambaga yang 
menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, 
                                                 
1(2010, 12 Agustus). Penyusunan Dokumen Bidang Hukum Keolahragaan[Online]. 
Tersedia:http://law.ugm.ac.id/beritas/view/96 [26Juni 2014]. 
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pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan 
sarana dan prasarana, peningatan sumber dan pengelolaan pendanaan 




Gambar 1. Bangunan Olahraga Nasional 
 
Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan 
NKRI, Kabupaten Sidrap sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa 
untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan 
konteks pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten 
Sidrap merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup 
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menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi 
pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus 
bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal 
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat 
perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih 
cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika 
terdapat saling bantu antara stakeholder di daerah untuk 
mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung dan 
memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan 
muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positf 
mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa ”dalam tubuh 
yang sehat terdapat jiwa yang kuat”, hal ini kemudian dapat mengurangi 
tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di 
Kabupaten Sidrap sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan 
potensi masyarakatnya. 
Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah 
daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan 
masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat 
dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam 
peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan 





2.  Lex Sportiva (Hukum Olahraga) 
Dalam perdebatan akademis, Lex Sportiva dipahami sebagai sebuah 
sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga 
tidak berada dalam sistem hukuminternasional, tetapi memasuki wilayah 
sistem hukum transnasional. Contohnya adalah dalammekanisme 
penegakan hukum disiplin terhadap kompetisi sepakbola profesional, 
salah satusanksi yang diberikan adalah “sanksi larangan menggunakan 
stadion tertentu dikarenakankeributan dan kerusuhan pendukung tuan 
rumah yang dianggap sebagai kegagalan PanitiaPelaksana Pertandingan 
kompetisi sepakbola berdasarkan Kode Disiplin Sepakbola FIFA”. Halini 
adalah fenomena umum yang berlaku di dunia sepakbola di seluruh dunia. 
Dalam contohkasus ini sama sekali tidak berlaku hukum nasional suatu 
negara dan juga tidak berlaku hukuminternasional. Yang berlaku adalah 
doktrin hukum transnasional, yang dipahami sebagai hukumperdata 
internasional, yaitu sumber hukum yang benar-benar internasional yang 
lahir darisumber-sumber badan privat internasional, atau lebih tepat 
disebut sebagai hukum yangbersumber dari hukum privat yang berlaku 
terhadap hubungan orang-orang di luar campurtangan negara. 
Dengan demikian ada dua prinsip penting dalam Lex Sportiva yaitu lex 
atau aspek-aspek hukum dalam olahraga dan sport atau aspek-aspek 
aktivitas berolahraga secara fisik. Dengandemikian dapat dipertanyakan 
apakah yang dimaksud dengan “hukum olahraga” (sports law) danapa 
pula yang dimaksud dengan “aspek-aspek hukum yang berkenaan 
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dengan olahraga” (sports and the law). Dimitrios Panagiotopoulos 
membuat pertanyaan yang sama dengan pertanyaan diatas dengan 
mengatakan “are sports rules legal rules? There is disagreement in legal 
doctrine as to whetever the sport rules mentioned above constitute legal 
rules or not.”2 DimitriosPanagiotopoulos menyatakan bahwa: “Sports Law 
consist of (i) rules of law for sport activities affecting special issues of 
sports life, (ii) rules of institutional autonomy of private sports activities, 
and (iii) rules of law for the regulation of more general issues concerning 
sports and physical education.”3 ("Hukum Olahraga terdiri dari (i) aturan 
untuk kegiatan olahraga yangmempengaruhi isu-isu khusus dari 
kehidupan olahraga, (ii) aturan otonomi kelembagaankegiatan olahraga 
privat, dan (iii) aturan hukum untuk pengaturan masalah yang lebihumum 
mengenai olahraga dan pendidikan jasmani”) 
The rules of ordinary law, menurut Panagiotopoulos juga 
diimplementasikan dalam pernyataannya yaitu “The rules of ordinary law 
apply to sports in relation to many issues eitherdirectly, due to the lack of 
special rules, or by absorption with the corresponding adaptationsbeing 
made during their application.”4 Artinya, hukum-hukum yang umum 
                                                 
2Dimitrios Panagiotopoulos, Sports Law Foundation, Sports Regulations as Rules of Law- A 
Fundamental Institutional Approach, dalam Sports Law An Emerging Legal Order Human Rights of 
Athletes, Dimitrios Panagiotopoulos (ed.), Nomiki Bibliothiki, Athens, Greek, 2009, hal. 9, 
sebagaimana dikutip Hinca IP Pandjaitan XII, Op. Cit, hal. 136-137. 
 
3Dimitrios Panagiotopoulos, Sports Law A European Dimension, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 
Komotini, Athena, 2003, hal. 23 sebagaimana dikuti Hinca IP Pandjaitan XII, Op. Cit, hal. 137. 




berlaku bagi semuaaktivitas kehidupan manusia juga berlaku bagi 
aktivitas keolahragaan sepanjang hal itu tidak ataubelum diatur oleh 
federasi olahraga itu sendiri berdasarkan prinsip self regulation. Oleh 
karenaitu, Panagiotopoulos menyimpulkan: 
“Finally Sports Law is the law formulated by the conflict between the 
legal order of sports and that of the State, as well as the common legal 
order. In sports activities,ordinary law cannot be directly and totally 
applied, but only proportionally byabsorption.”5(Akhirnya Hukum Olahraga 
adalah hukum yang dirumuskan oleh konflikantara tatanan hukum 
olahraga dan tatanan hukum Negara, serta tatanan hukum umum). 
Dalam kegiatan olahraga, hukum biasa tidak bisa langsung dan 
benar-benar diterapkan, tetapi hanya secara proporsional dengan cara 
penyerapan.)Dalam konteks pemikiran yang demikian (sports and the 
law), maka sesungguhnya lawcan not limit sports, but it should lay down 
how it is to develop.6Panagiotopoulos selanjutnyamenegaskan bahwa Inti 
substantif Hukum Olahragatidak hanya dalam arti sempit, tetapi juga 
dalam arti yang lebih luas, terdiri dari prinsip-prinsipberikut: karakter 
wajibnya, interpretasi, aplikasi, dan pengendalian ketentuanyang 
mengatur olahraga dan kompetisi olahraga, dalam pandangan konsep 
yurisdiksiolahraga sebagai kuasi keadilan olahraga. 
                                                 




Berdasarkan uraian definisi sebagaimana telah dipaparkan, maka 
tampak dengan terang dan jelas hubungan yang erat antara olahraga dan 
regulasinya. Olahraga tidak pernah akan adatanpa regulasi yang 
mengaturnya. Dengan demikian jelas sekali bahwa aktivitas olahraga 
secarasubstansi sangat terkait dengan hukum. Aktivitas olahraga 
berlangsung secara efektif sesuaidengan aturan yang ketat, yang dibuat 
oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab danberwenang atas 
setiap olahraga itu. Olahraga bahkan dapat disebut sebagai super regulasi 
karenahampir semua gerakan olahraga dikualifikasi berdasarkan 
peraturan teknis yang paling akurat dan terukur. Sekalipun demikian, 
dunia hukum dalam bidang olahraga tersebut tidak membentuksuatu 
dunia yang benar-benar terpisah dari dunia hukum negara. Sebab, 
bagaimanapun juga jikaaturan yang mengatur olahraga tersebut dibuat 
oleh organisasi-organisasi olahraga privatinternasional, olahraga tetap 
saja tidak bisa menghindar dari penerapan hukum negara dimanaolahraga 
itu dipertandingkan. Para pelaku olahraga tidak hanya tunduk kepada 
aturan-aturanhukum yang berlaku dalam negara mereka seperti peraturan 
tentang kesehatan, keamanan,hukum perjanjian, hukum tentang tanggung 
jawab, undang-undang ketenagakerjaan dan lainlain,namun juga kepada 
aturan-aturan khusus yang mungkin ada tentang olahraga yangditerapkan 
oleh otoritas-otoritas publik. Dengan demikian terdapat hukum olahraga 
yang terdiriatas aturan-aturan privat yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh 
organisasi-organisasi olahragainternasional yang kemudian dikualifikasi 
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menjadi tiga bahian yaitu Lex Sportiva, dan juga aturan yangdikeluarkan 
oleh otoritas publik sebagai sistem hukum nasional setiap negara serta, 
prinsip-prinsipumum dari sistem hukum internasional.7 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum olahraga 
berlaku tiga sistem hukum sekaligus yang mempunyai titik singgung 
antara ketiganya, yaitu sistem hukum nasional,terutama aspek-aspek 
hukum yang berhubungan dengan sistem keolahragaan, Akan tetapi, 
ketiga sistem hukum ini tidak boleh salingmelakukan intervensi dalam arti 
campur tangan. Sebab, selain kedudukan ketiga sistem hukum 
mempunyai kedaulatan yang sama, intervensi dalam arti campur tangan 
mengakibatkan olahragaitu tidak dapat dipertandingkan, atau sia-sia. 
Dengan demikian, melalui teori pluralisme system hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, maka sesungguhnya fenomena olahraga harus 
dipahamisebagai sesuatu yang nyata ada. Itulah definisi pluralisme 
hukum: bahwa orang-orang yang samatunduk kepada beberapa sistem 
hukum yang bebas satu dari yang lainnya.8 
Dengan memahami penjelasan dan argumentasi di atas, maka teori 
pluralisme hukummenjadi dasar konsep hukum transnasional sekaligus 
merupakan teori yang menjelaskan denganbaik hukum olahraga. Hukum 
transnasional merupakan konsep yang benar-benar cocok untuk analisis 
                                                 
7Franck Latty, Ibid, sebagaimana dikutip oleh Hinca IP Pandjaitan XII, Loc.Cit., hal.142. 
8F.Rigaux, Droit public et droit prive dans les rations internatonales, Paris, Pedone, 1977, p.439, 
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hukum olahraga secara keseluruhan.9 Selain itu, konsep hukum 
transnasional tidakhanya memperhitungkan hubungan-hubungan hukum 
olahraga dengan seluruh sistem hukum. 
Namun, menurut Hinca IP Pandjaitan, bahwa sekalipun Lex Sportiva 
dilihat sebagai hukum transnasional olahraga, akan tetapi tidak perlu 
untuk membatasi bidangnya hanya padayurisprudensi pengadilan 
arbitrase olahraga saja, tetapi juga harus mencakup pada peraturan-
peraturandari organisasi olahraga transnasional. 
Sesungguhnya, dalam bidang olahraga keinginan untuk 
membebaskan diri dari campurtangan state dan dari hukum-hukum 
negara begitu besar bagi lembaga-lembaga keolahragaanyang ingin 
mempertahankan otonomi yang diperoleh secara de facto selama 
bertahun-tahun.Adalah fakta bahwa olahraga sejak lama tetap tidak lazim 
bagi campur tangan state. Organisasi-organisasiolahraga tersebut berani 
memanfaatkan ide tentang Lex Sportiva yang terus menguat.Di belakang 
prestise kata hukum dalam bentuk latinnya yaitu lex, tersembunyi 
pencarian yangtidak disadari akan legalitas yang memadai untuk menjauh 
dari aturan-aturan yang berasal dari state.10Dengan demikian, ada 
peralihan dari suatu masyarakat yang diatur oleh kekuasaan Negara ke 
masyarakat yang sebagian besar diatur oleh otoritas-otoritas swasta.11 
                                                 
9Loc.Cit. 
10Hinca IP Pandjaitan XII, Loc.Cit., hal. 148. 
11Ph. Kahn, “L’autoregulation”, in H. Gherari S. Szurek (dir.) L’emergence de la societe civile 
internationale. Vers la privatization du droit international?, Paris, Pedone, 2003, p.197, 
sebagaimana dikutip Franck 
Latty, Ibid., hal.37-38. 
17 
 
Dengan demikian,berdasarkan beberapa aspek tersebut, hukum 
transnasional yang berdasarkan pada keinginanyang tidak dapat 
diperdebatkan untuk melepaskan diri dari otoritas undang-undang dan 
daripengaturan oleh otoritas tertentu, bahkan otoritas-otoritas yuridis state. 
Hukum transnasionalsering menjadi tanda dari suatu keinginan untuk 
bebas dari otoritas negara atau dari organisasiorganisasiantarnegara, 
kalau tidak ingin dikatakan sebagai ambisi untuk melawan 
otoritasotoritastersebut. Dalam hal-hal tertentu, hukum transnasional 
bahkan memperlihatkan ciri-cirisuatu sistem yang agresif, dinamis, yang 
menyerang secara langsung lawan-lawannya. Saingan-sainganyang 
dimaksudkan disini adalah state. Meskipun demikian, tidak 
perlumencampurbaurkan konsep hukum transnasional itu sendiri dengan 
aspirasi-aspirasi yuridis yangdapat dipatuhi. 
3. Perkembangan Hukum Terhadap Keolahragaan di Indonesia 
Hukum Olahraga, dalam kemunculan dan perkembangannya tidak 
mempertimbangkan sesuatu yang pasti dalam dunia olahraga. Hukum 
Olahraga adalahhukum khusus yang mempelajari lanskap hubungan 
hukum yang berkembang dalamolahraga dan dunia yang kompetitif. Ia 
mempelajari masalah yang muncul selamakegiatan olahraga, yang berada 
di bawah rezim khusus aturan hukum, struktur,organisasi, sikap dan 
perilaku manusia.)12 
                                                 




Di luar negeri, perhatian kalangan hukum terhadap dunia olah raga 
terbilang tinggi. Sampai-sampai ada perkumpulan para advokat 
bernama Sports Lawyers Association (SLA). Sesuai yang tercatat di 
situsnya, Asosiasi nirlaba ini beranggotakan lebih dari seribu orang 
hukum, mulai dari praktisi hukum, akademisi, mahasiswa hukum, dan 
profesional lain yang perhatian terhadap olahraga. 
Dari sisi akademik, perhatian terhadap hukum olahraga pun terbilang 
lumayan. Program hukum olahraga itu sudah dilembagakan di institusi 
pendidikan seperti National Sports Law Institute yang didirikan sejak 1989 
di Marquette University Law di Amerika Serikat. Di dalam negeri, Hinca IP 
Panjaitan sudah memulai membentuk Indonesian Sports Law Institute. 
Peluang untuk lebih memperhatikan hukum olah raga sebenarnya 
terbuka lebar ketika Pemerintah dan DPR sedang menyusun RUU 
Keolahragaan. Apalagi, patut dicatat, pada saat itu Menteri Negara yang 
membidangi olah raga berlatar belakang advokat. Ini adalah peluang 
besar bagi kalangan hukum untuk berkiprah lebih jauh. Sayang, hingga 
RUU Keolahragaan disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional, tak banyak terdengar gaung 





B. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) 
1.  Visi Misi KONI 
Negara kira mempunyai satu-satunya organisasi keolahragaan 
nasional yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang 
berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, 
mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan 
olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau National 
Olympic Committeeof Indonesiaadalah lembaga otoritas keolahragaan di 
Indonesia13. 
1. Visi dan Misi 
a. Visi 
Menjadikan KONI sebagai organisasi yang independen dan 
profesinal, untuk membangun prestasi olahraga nasional, guna 
mengangkat harkt dan martabat Bangsa Indonesia. 
b. Misi 
Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, melalui pembinaan 
organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif, 
penggunaan sportscience dan technology, serta membangun 
karakter olahragawan guna menciptakan atlet yang berprestasi di 
tingkt daerah, nasional dan internasional. 
                                                 
13 Komite Olahraga Nasional Indonesia.(2011, 11Maret). Komite Olahraga Nasional 
Indonesia[Online]. Tersedia:http://koni.or.id.com[29Juni 2014]. 
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2. Strategi dan Program 
a. Strategi 
1) Penguatan fungsi organisasi KONI Pusat dan KONI Provinsi, serta 
Pengurus Besar dan Pengurus Pusat Induk Cabang. 
2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari semua 
unsur, baik pelatih, manajer, atlet, maupun staf, dan 
mengoptimalkan sarana prasarana olahraga guna meningkatkan 
prestasi atlet, kinerja pelatih dan manajer. 
3) Melakukan rekrutment dan pembinaan atlet secara bertingkat dan 
berkelanjutan, melalui program strategis prima, mulai dari atlet 
pratama sampai atlet muda dan utama, dengan penerapan  sport 
science &  technology, serta membangunkarakter olahragawan 
yang meliputi atlet, pelatih, manajer dan staf koni dan koni 
provinsi, guna mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, 
nasional, dan internasional. 
4) Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan non 
pemerintah untuk mendukung sinergitas keolahragaan nasional, 
termasuk dengan lembaga-lembaga keolahragaan dari negara-
negara sahabat. 
b. Program 
1) Membangun kerjasama dengan KEMENEGPORA, 
KEMENDIKNAS, KEMENBUMN, KEMENKOKESRA, KEMENPU, 
PEMDA (Propinsi, Kabupaten dan Kota), KOI, KOMI, KONIDA 
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dan PB/PP serta Lembaga Pendidikan (universitas, akademi dan 
sekolah olahraga) serta perusahaan-perusahaan swasta berupa 
MoU di bidang anggaran, infrastruktur, pendidikan dan kehidupan 
sosial atlet. 
2) Membina organisasi KONI dan KONI Provinsi dalam rangka 
meningkatkan peran dan fungsi organisasi dalam rekrutmen serta 
pembinaan atlet di daerah dan mengefektifkan fungsi pplp dan 
pplm, serta club-club olahraga dengan membentuk satuan 
pelaksana Program Indonesia Emas daerah,  sebagai upaya 
mengatasi kendala akademis bagi atlet yang masih duduk di 
bangku sekolah dan bagi atlet yang bekerja sebagai profesional. 
3) Mengoptimalkan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana 
olahraga di  tingkat daerah maupun pusat, serta fasilitas olahraga 
TNI dan POLRI, guna meningkatkan prestasi atlet daerah dan 
atlet andalan nasional. Inipun sebagai suatu terobosan, guna 
mengatasi kendala terutama di daerah dihadapkan kepada segala 
keterbatasan stake holder olahraga di daerah. 
4) Mengoptimalkan program sertifikasi pelatih dan wasit,  melalui 
kursus-kursus pendidikan dan kepelatihan baik di dalam maupun 
di luar negeri. 
5) Mengoptimalkan program beasiswa untuk atlet dan pelatih, serta 
staf  KONI dan KONI Provinsi serta Satlak Primada. Program ini 
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adalah bentuk reward yang harus kita berikan dalam rangka 
memberikan kesejahteraan bagi mereka yang berprestasi. 
6) Mengoptimalkan program pembinaan cabang olahraga prestasi di 
masing- masing  daerah, yang lebih di fokuskan dengan 
menentukan sentra-sentra keunggulan setiap  cabor melalui 
kejuaraan-kejuaraan antar wilayah (Porwil) dengan pendekatan 
sport science and technology. Program ini harus kita wujudkan 
secara optimal bila kita ingin memiliki keunggulan kompetitif dan 
keunggulan komperatif dalam percaturan olahraga internasional. 
 
2. Struktur Organisasi 
 
Gambar 2. Struktur Organisasi KONI 
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WEWENANG DAN PEMBAGIAN TUGAS: 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik 
dan terkoordinir, maka diperlukan tugas dan tanggung jawab pengurus 
KONI Makassar. Dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan akan 
tercapai hasil yang maksimal dan sebaik mungkin. 
KETUA UMUM. 
 Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin KONI 
Makassar.  
 Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan 
pengembangan olahraga di Makassar. 
 Mengkoordinasikan penyelenggaraaan pembinaan dan 
pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya 
dilaksanakan oleh anggota KONI Makassar. 
 Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 
kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh 
anggota KONI Makassar. 
 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan 
Musorprov, Rakerda, Rapat Pengurus dan Program Kerja yang telah 
di syahkan untuk dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Musorprov yang dilaksanakan 4 ( empat ) tahun sekali. 
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Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Ketua umum KONI Makassar 
dibantu oleh beberapa orang pengurus dengan tugas-tugas sebagai 
berikut : 
KETUA HARIAN/ WAKIL KETUA UMUM I 
 Membantu Ketua Umum dan ditetapkan juga sebagai Ketua Harian 
untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. 
 Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. 
 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bidang Organisasi, 
Bidang Hubungan Luar Negeri, dan Komisi Hukum. 
 Menjadi nara sumber pada setiap Rakerda dan rapat lainnya yang 
berhubungan dengan KONI Makassar. 
 Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum, khususnya Bidang 
Organisasi, Bidang hubungan Luar Negeri, dan Komisi Hukum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
SEKRETARIS UMUM 
 Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya. 
 Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. 
 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kerja kesekretariatan. 
 Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan 
administrasi di lingkungan KONI Makassar. 
 Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk 
operasional bidang-bidang di lingkungan KONI Makassar. 
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 Melaksankan kegiatan ketatausahaan dan kegiatan pembinaan 
kerumahtanggaan KONI Makassar. 
 Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pimpinan KONI 
Makassar. 
 Mengkoordinasikan penyusunan laporan Sekretariat secara periodik. 
 Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap 
Musorprov, Rakerda dan Rapat dengan KONI Kab/Kota dan 
Pengprov/Komda. 
 Melaksankan tugas lain yang diberikan Ketua Umum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2(dua) orang wakil Sekretaris. 
 Dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan 
Ketua Harian. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum 
BENDAHARA UMUM 
 Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam 
urusan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerjasama 
dengan Bidang Perencanaan dan Bidang anggaran. 
 Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
yang telah disetujui. 
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 Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 Semua pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
Ketua Umum dan Ketua Harian. 
 Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara 
periodik. 
 Di dalam melaksanakan tugasnya di bantu 3 (tiga) orang Wakil 
Bendahara. 
 Di dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan 
Ketua Harian dan Sekretaris Umum. 
 Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Musorprov, 
Rakerda, dan Rapat Anggota. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Ketua 
Umum. 
KETUA BIDANG ORGANISASI 
 Membantu Ketua Umum dalam bidang Organisasi. 
 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja KONI 
Sumut dalam bidang organisasi. 
 Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang 
pembinaan organisasi. 
 Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/ 
pembinaan organisasi anggota KONI Kab/Kota. 
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 Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang organisasi pada setiap 
Rakerda dan rapat yang berkatitan dengan organisasi. 
 Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Musorprov 
yang dilaksanakan oleh anggota dan KONI Kab/Kota. 
 Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang organisasi secara 
periodik. 
 Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua 
Umum I. 
 Dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh 1(satu) orang Wakil 
Ketua Bidang Organisasi. 
 Mengkoordinir pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Hukum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
KETUA BIDANG PEMBINAAN PRESTASI 
 Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi 
 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja KONI 
Sumut dalam bidang pembinaan prestasi. 
 Mengkoordinasikan setiap kegiatan dalam bidang pembinaan prestasi 
dalam rangka kegiatan keolahragaan multi event. 
 Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan 
anggota KONi Kab/Kota atau Kejuaraan Daerah yang dilaksanakan 
Pengprov/Komda dalam bidang pembinaan prestasi. 
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 Bertindak sebagai nara sumber Bidang Pembinaan Prestasi pada 
setiap Rakerda dan Rapat Teknis. 
 Mengkoordinasikan pengarah di bidnag pembinaan prestasi dalam 
setiap Porda Kab/Kota atau Kejurda. 
 Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi 
secara periodik. 
 Dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi dengan Wakil 
Ketua Umum II. 
 Di dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh 1(satu) orang Wakil 
Ketua Bidnag Pembinaan Prestasi. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
KETUA BIDANG RENCANA PROGRAM & ANGGARAN 
 Membantu Ketua Umum dalam Bidang Rencana Program dan 
Anggaran. 
 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja KONI 
mengenai rencana program anggaran. 
 Mengadakan koordinasi dengan Bendahara dalam menyusun 
anggaran pendapatan dan belanja. 
 Bertanggung jawab untuk menyusun laporan Bidang Rencana 
program dan Anggaran. 
 Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Rencana Program dan 
Anggaran pada setiap Musorprov, Rakerda, dan Rapat Anggota. 
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 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja dan 
laporan Bidang Rencana Program dan Anggaran secara periodik. 
 Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Wakil Ketua Umum III. 
 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajiaban di bantu oleh 1(satu) 
orang Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
KETUA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 Membantu Ketua umum dalam Bidang Penelitian dan 
Pengembangan. 
 Pengkoordinasian penyusunan rancangan program kerja KONI dalam 
Bidang Penelitian dan Pengembangan. 
 Mengkoordinasi setiap kegiatan dalam Bidang Penelitian dan 
Pengembangan. 
 Pengkoordinasi pembinaan setiap kegiatan dalam Bidang penelitian 
dan Pengembangan. 
 Pengkoordinasi pembinaaan setiap kegiatan anggota dan KONI 
Kab/Kota dalam bidnag Penelitian dan Pengembangan. 
 Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Penelitian dan 
Pengembangan pada setiap Musorprov, Rakerda dan Rapat Anggota. 
 Mengkoordinasikan penyusunan laporan Bidang Penelitian dan 
Pengembangan secara periodik. 
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 Merencanakan, menyusun, dan mengoperasikan pangkalan data 
keolahragaan. 
 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 1 (satu) 
orang Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
KOMISI HUKUM 
 Memberikan pendapat/rekomendasi atas setiap usul/rancangan 
perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran 
Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga. 
 Memberikan usulan apabila terhadap Anggaran Dasar dan atau 
Anggaran Rumah Tangga perlu dilakukan perubahan dan atau 
pengecualian. 
 Memberikan pendapat/rekomendasi mengenai setiap permasalahan 
yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota KONI 
Kab/Kota. 
 Memberikan pendapat/rekomendasi kepada Pengurus KONI Provinsi 
Makassar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran 
etika/disiplin organisasi. 
 Bertindak atas nama KONI dalam penyelesaian masalah Hukum yang 
berhubungan dengan pihak ketiga. 
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 Keanggotaan Komisi Hukum terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, 
dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang, yang pengisiannya dilakukan 
berdasarkan Keputusan Ketua Umum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
KOMISI PROMOSI DAN PEMASARAN 
 Mengkaji usulan-usulan aktivitas olahraga dan non olahraga yang 
dapat menghasilkan dana untuk kepentingan KONI Provinsi 
Makassar. 
 Mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran 
olahraga yang berkaitan dengan kegiatan KONI Provinsi Makassar, 
kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan KONI 
Provinsi Makassar. 
 Memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan KONI Provinsi 
tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau 
pengembangan. 
 Mengkoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran 
kegiatan olahraga daerah. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua 




KOMISI MEDIA DAN HUMAS 
 Mengkoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan 
disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. 
 Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan 
publikasi. 
 Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal 
kegiatan keolahragaan daerah kepada masyarakat melalui media 
massa. 
 Mendokumentasi setiap kegiatan KONI. 
 Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan 
unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga. 
 Keanggotaan Komisi Media dan Humas terdiri sedikit-dikitnya 3(tiga) 
orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang pengisiannya 
dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Umum. 
 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua 
Umum. 
 Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Umum. 
BADAN AUDITOR INTERNAL 
 Membantu Ketua Umum KONI Provinsi Makassar dalam pengawasan 
internal semua kegiatan mengenai keuangan KONI Provinsi Makassar 
baik penerimaan maupun pengeluaran oleh Pengurus KONI Provinsi 
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Makassar atau program-program yang pendanaannya dibiayai KONI 
Provinsi Makassar. 
 Dalam pelaksanaan tugas Badan Auditor Internal KONI Provinsi 
Makassar harus mengacu kepada pedoman kerja internal audit(Audit 
Charter). 
 Dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan KONI Provinsi Makassar. 
 Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan keuangan KONI 
Provinsi Makassar dan melaporkan ke Ketua UMUM KONI Provinsi 
Makassar, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan. 
 Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum 
KONI Provinsi Makassar mengenai segala sesuatu yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya. 
 Keanggotaan badan Auditor Internal KONI provinsi Makassar terdiri 
atas sedikit-dikitnya 3(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5(lima) 
orang, yang pengisiannya dilakukan berdasarkan keputusan Ketua 
Umum. 
 Badan Auditor internal KONI Provinsi Makassar bertanggung jawab 
langsung kepada Ketua Umum KONI provinsi Makassar. 
3. Bentuk Perlindungan KONI 
Seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem keolahragaan nasional penyelesaian sengketa dalam olahraga 
terdapat pada pasal 88 yang berbunyi: 
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(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui 
musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk 
organisasi cabang olahraga. 
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian 
sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Apabila penyelesaian yang dimaksud pada ayat (2) tidak 
tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 
pengadilan yang sesuai yurisdiksinya. 
Maka dari itu dalam penyelesaian perkara-perkara yang diahapi oleh 
atlet-atlet di Indonesia dari pihak KONI membentuk suatu tim hukum dan 
berdasarkan pasal diatas maka tim hukum disini berupa mediator 
terhadap penyelesain konflik yang dihadapi atlet  
Untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan consensus. Konflik dan 
consensus diperlukan dalam masyarakat. Selama masyarakat ada selama 
itu pula konflik dan consensus ada dalam masyarakat , consensus 
diartikan sebagai penyelesaian konflik untuk tercapainya titik temu atau 
kesepakatan bersama sehingga yang ada didalamnya sama-sama 
manfaat dan keuntungan yang wajar. Konsensus dapat dilakukan melalui 
perantara (mediator) yang dilakukan dengan pendekatan persuasif yang 
menyediakan berbagai macam atlernatif atau koersif. 
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Menurut Maswadi Rauf ada empat penanganan consensus atau 
konflik sebagai berikut:14 
1. Menggabungkan butir-butir yang terdapat dari pihak yang terlibat 
koflik. Model ini disebut consensus internal yang dilakukan secara 
persuasif melalui butir-buir atau pendapat pihak-pihak yang berkonflik 
dan para pihak yang berkonflik saling menawar dari butir-butir yang 
tersedia yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama. 
2. Karena konflik yang terlalu tajam mengambil butir-butir pendapat 
dominan untuk menjadi konsersus. 
3. Konsensus dibentuk dari pendapat-pendapat pihak luar, karena sulit 
mendapatkan consensus dari pihak yang 
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalamproses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinanpenyelesaian sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus ataumemaksakan sebuah 
penyelesaian. 
Ciri-ciri penting dari mediator adalah : 
1. Netral 
2. Membantu para pihak 
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakansebuah 
penyelesaian. 
                                                 




Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan 
caratidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannyaatas 
masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepadapara pihak. 
Tugas-tugas Mediator 
1.  Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuanmediasi 
kepada para pihakuntuk dibahas dan disepakati. 
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsungberperan 
dalam proses mediasi. 
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus 
ataupertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. 
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri danmenggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihanpenyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak. 
 
Daftar Mediator 
Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh prosesmediasi, 
mereka berhak untuk memilih mediator yang akanmembantu 
menyelesaikan sengketa. 
1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, KetuaPengadilan 
menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnyamemuat 
5(lima) nama dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau 
pengalaman dari para mediator. 
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2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yangtelah 
memiliki sertifikat dalam daftar mediator. 
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak adahakim 
dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakimpada 
pengadilanyang bersangkutan dapat ditempatkandalam daftar 
mediator. 
4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat 
mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan agar 
namanyaditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan 
yangbersangkutan 
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat,Ketua 
Pengadilan menempatkan nama pemohon dalamdaftar mediator. 
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi danmemperbarui daftar 
mediator. 
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediatordari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif,antara lain karena mutasi 
tugas, berhalangan tetap,ketidakaktifan setelah penugasan dan 
pelanggaran ataspedoman perilaku. 
Dan apabila dalam permasalahan tidak tercapai suatu mufakat maka 
penyelesaiannya dapat arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa 
yang dalam hal ini dimaksud dengan BAORI ( Badan Arbitrase Olahraga 
Indonesia) .  
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KONI memiliki Badan Arbitase Olahraga yang bersifat independen 
sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena 
pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
peraturan lain yang tidak ditetapkan oleh KONI, sehingga tidak 
diperkenankan membawa persengketaan tersebut ke Yurisdiksi 
Pengadilan manapun di Indonesia. Dan juga putusan Badan Arbitrase 
Olahraga bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa 
dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
C. Mutasi 
1. Definisi Mutasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Mutasi 
adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain sedangkkan 
dalam bidang olahraga mutasi dapat diartikan perpindahan atlet dari suatu 
perkumpulan ke perkumpulan lainnya baik dalam satu daerah atau antar 
daerah bahkan antar negara sudah biasa terjadi cabang olahraga 
manapun.Perpindahan atlet ini biasanya makin marak terutama menjelang 
diselenggarakannya event-event kejuaraan besar , seperti Pekan 
Olaharaga Daerah atau Pekan Olahraga Nasional ( PON ). Seringkali pula 
dengan adanya perpindahan atlet ini terjadi masalah-masalah, gejolak dan 
hubungan yang tidak baik bahkan menjurus konflik diantara klub / 
perkumpulan atau daerah atlet itu berasal dengan klub / perkumpulan atau 
daerah tempat baru atlet tersebut.  
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Sebenarnya jika semua perilaku olahraga, mulai dari atlet, pengurus 
klub, pengurus Cabang Olahraga di daerah dan di pusat, serta yang tidak 
kalah pentingnya peran orangtua atlet dan pelatihnya memahami dan 
menaati rambu-rambu yang ada dalam proses perpindahan atlet tidak 
perlu terjadi, atau paling tidak efek negatfnya bisa diminimalisir. 
2. Ketentuan Khusus Terhadap Mutasi Atlet  
Secara umum, tentang perpindahan atlet ini sebenarnya sudah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007, sebagai berikut: 
Pasal 58 Ayat 1: "Dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar 
perkumpulan/Klub, antar daerah, dan antar negara". 
Jadi mengacu kepada PP No 16 Tahun 2007 Pasal 58 (1), maka 
perpindahan atlet itu diperbolehkan dan sah-sah saja.  
Namun demikian, perpindahan atlet itu harus memenuhi persyaratan-
persyaratan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/Klub 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (1) dilakukan dengan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/Klub antar daerah 
harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/Klub, organisasi 
cabang olahraga tingkat Kabupaten / Kota, organisasi cabang 




b. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/Klub antar negara 
harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/Klub, organisasi 
cabang olahraga; dan Memenuhi ketentuan dari federasi olahraga 
internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
Sedangkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Mutasi 
Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional. Surat Keputusan No. 15 
Tahun 1995 (21-01-1995) tentang : Ketentuan Mutasi Atlet Antar Daerah 
1. Mutasi Merupakan Hak setiap Atlet. 
a. Demi ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PON, khususnya 
menyangkut kepastian Atlet sebagai peserta yang mewakili salah 
satu provinsi, perlu dibuat Peraturan Mutasi. 
b. Tujuan Peraturan Mutasi adalah agar Atlet yang melakukan mutasi 
dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah. 
2. Mutasi atlet menganut AZAS DOMISILI. 
a. Organisasi Cabor berhak untuk memberikan Rekomendasi 
MENOLAK atau MENERIMA setiap permohonan Mutasi Atlet. 
b. Komite Olahraga Provinsi berhak untuk MENERIMA atau 
MENOLAK Permohonan Mutasi Atlet. 






3. PROSEDUR PELAKSANAAN 
a. Seorang atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan 
Surat Permohonan Mutasi (SPM) ke Klub/PengKab/Kota Cabor 
yang bersangkutan dengan tembusan kepada: 
a) Komite Olahraga Kab/Kota 
b) Pengprov. cabor 
c) Komite Olahraga Provinsi 
d) SPM Wajib dilengkapi dengan: 
e) Surat Keterangan Pindah Domisili 
f) Fotocopy Bukti Alasan Mutasi. 
4. ALASAN MUTASI 
a. Mengikuti kepindahan orang tua. 
b. Mengikuti suami/isteri. 
c. Pindah tugas/mutasi pegawai. 
d. Mendapat pekerjaan di provinsi tujuan. 
e. Diterima di sekolah/PT di provinsi tujuan. 
5. WAKTU PERMOHONAN 
Pengajuan Mutasi secara Tertulis oleh Atlet diajukan selambat-
lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum pelaksanaan PON. 
6. STRATIFIKASI REKOMENDASI 
a. Klub/Pengkab/Kota mengeluarkan Surat Rekomendasi Prinsip 
Mutasi (SRPM) diketahui oleh Komite Olahraga Kab/Kota. 
b. Pengprov Cabor mengeluarkan Surat Rekomendasi Mutasi (SRM). 
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c. KONI menerbitkan Surat Keputusan Banding (SKB). 
7. PENYELESAIAN ADMINISTRASI 
a. Klub/Pengkab/Kota setelah menerima SPM Wajib menyelesaikan 
SPRM paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang diketahui Komite 
Olahraga Kab/Kota dan tembusan kepada Komite Olahraga 
Provinsi dan Atlet yang bersangkutan. 
b. Apabila SPRM tidak dikeluarkan lewat tenggang waktu 30 (tiga 
puluh) hari, maka Atlet yang bersangkutan dianggap telah 
mendapat persetujuan (DITERIMA). 
c. Dalam SPRM harus disebut Alasan DITERIMA atau DITOLAKNYA 
Mutasi. 
d. Pengprov. cabor setelah menerima SPRM, Wajib menyelesaikan 
Permohonan Mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari sejak diterimanya SPRM. 
e. Pengprov Wajib mengeluarkan SRM yang ditembuskan kepada 
KONI PB/PP, Komite Olahraga Kab/Kota (asal), Klub/Peng 
Kab/Kota dan atlet yang bersangkutan. 
f. SRM harus menyebutkan ALASAN DITERIMA atau ALASAN 
DITOLAK. 






8. KEBERATAN ATAS PENOLAKAN 
Atlet yang bersangkutan mengajikan banding ke KONI melalui BAORI 
(BADAN ARBITRASE) atas Penolakan Permohonan Mutasi. 
9. BADAN ARBITRASE 
a. Permohonan Banding dari Atlet tersebut diselesaikan melalui 
BAORI berdasarkan peraturan dan prosedur BAORI. 
b. BAORI wajib memeriksa dan memutus permohonan banding 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan teregistrasi. 
10. KOMPENSASI 
a. Penyelesaian Kompensasi dapat dibicarakan antara Komite 
Olahraga Provinsi asal dan Komite Olahraga Provinsi yang dituju. 
b. Uang Kompensasi oleh Komite Olahraga Provinsi Asal 
didistribusikan secara Musyawarah kepada : 
a) Klub/Pengkab/Kota 
b) Komite Olahraga Kab/Kota 
c) Pengprov Cabor 
d) Komite Olahraga Provinsi 
c. Bilamana tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, 
maka Penyelesaiannya diputus oleh BAORI. 
11. PENGAWASAN 
KONI berkewajiban melakukan Pengawasan terhadap setiap 





SANKSI ATLET : 
a. Seorang atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini TIDAK BOLEH 
BERTANDING DALAM PON. 
b. Seorang atlet yang melakukan mutasi TERBUKTI memberikan 
keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya akan 
dikenakan SANKSI TIDAK BOLEH BERTANDING DALAM PON. 
c. Seorang atlet yang MEMALSUKAN data mutasi berdasarkan 
peraturan ini, akan dikenakan SANKSI PENCABUTAN GELAR 
DAN PENARIKAN MEDALI YANG TELAH DIPEROLEHNYA. 
Sanksi bagi Komite Olahraga Provinsi yang dituju : 
Komite Olahraga Provinsi penerima atlet yang dikenakan sanksi, 
TIDAK DIIKUTKAN BERTANDING DALAM PON DARI CABOR 
ATLET 
 
D. Pembajakan Atlet 
1. Defenisi Pembajakan  
Pembajakan berasal dari kata bajak yang diartikan sebagai sebuah 
tindakanmengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan 
seizinnya, sedangkan Pembajakan adalah kegiatan merampas barang 
atau hak orang lain.Pembajakan umumnya di hubungkan dengan 
pembajakan kapal oleh bajak laut atau sering terjadi pembajakanpesawat,  
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busdankereta api. Ada juga pembajakanhak ciptayang berarti pemalsuan 
barang, merek, dansebagainya. Selain itu pembajakan juga memasuki 
ranah olahraga yang biasa disebut dengan pembajakan atlet yang 
merupakan suatu cara instan untuk mendapatkan atlet-atlet berprestasi 
untuk kepentingan tertentu. Dilihat dari defenisinya maka pembajakan 
merupakan suatu bentuk kejahatan karena mengakibatkan banyak 
kerugian. Dalam hal ini pihak berwenang yaitu pemerintah yang telah 
dikerahkan untuk menindak kasus pembajakan ini, namun tetap saja tidak 
menimbulkan efek jera bagi pelaku pembajakan tersebut sekalipun telah 
dikenakan sanksi hukuman penjara. Mungkin karena kurangnya 
kesadaran dari masyarakat serta besarnya keuntungan yang ditawarkan 
bisnis pembajakan ini seakan-seakan membuat pelaku pembajakan tak 
menghiraukan segala hukum yang berlaku. 
Kita sebagai masyarakat yang sadar dan taat hukum tidak boleh 
melakukan tindakan-tindakan pembajakan seperti kaset film maupun CD 
lagu, karena selain bertentangan dengan UU hak cipta, perilaku 
pembajakan juga dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara 
dan tentunya bagi lembaga yang berwenang atas hasil karya berupa film 
dan lagu tersebut.Sama halnya dalam bidang keolahragaan meskipun 
sudah ada aturan mengenai perpindahan atlet (mutasi) tapi masih saja 
ada pihak-pihak tertentu yg tidak mengikutinya akibatnya juga sangat fatal 
karena dapat merusak iklim sistem keolahragaan nasional. Karena begitu 
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mudahnya daerah yang kaya membeli atlet berprestasidari daerah yang 
miskin tanpa melakukan pelatihan atau pembinaan jangka panjang lagi. 
Bahkan di Kota Makassar sangat sering terjadi pembajakan pemain. 
Sekretaris Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia 
(PODSI) Sulsel Suarman pun kelimpungan. Kepada KONI Pusat ia minta 
atletnya itu dikembalikan. “Kami baru tahu di Kejurnas Cipule kalau 
Mahendra memilih pindah ke Jawa Timur,’’ Suarman memaparkan, 
pihaknya akan meminta KONI Pusat menahan Mahendra agar tidak ikut 
turun dalam Kejurnas tersebut15. Menurutnya, pembiaran pembajakan 
atlet ini sangat merugikan provinsi terkait.“Kami yang tuntun ia sampai jadi 
atlet profesional. Setelah jadi malah dibajak daerah lain. Ini sangat 
merugikan. Makanya, kami minta KONI Pusat bersikap tegas dan 
menghentikan pembajakan atlet,” tegas Suarman.Ketua Bidang 
Pembinaan dan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir juga 
menyayangkan mudahnya atlet dibajak provinsi lain. Menurutnya, hal ini 
kerap terjadi jelang pelaksanaan PON.“Salah satu rekomendasi kami 
kepada KONI Pusat adalah meninjau kembali prosedur atlet. Bukan hanya 
Sulsel, tapi masalah pembajakan atlet ini terjadi hampir di seluruh 
daerah,”  
 
                                                 
15 (2014, 27 Februari). Atlet Dayung SULSEL dibajak{Online].  




2. Defenisi Atlet 
Kata Atlet yang biasa jugadisebut dengan olahragawan yang dimana 
dalam pengertiannya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah 
pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan 
dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasisedangkan menurut 
sejarahnya kata Atlet (sering pula dieja sebagai atlet) berasal dari bahasa 
Yunani yang berarti; athlos yang berarti “kontes” dan menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )  adalah orang yang ikut serta dalam 
suatu kompetisi olahraga kompetitif. Para atlet harus mempunyai 
kemampuan bakat dalam bidang keolahragaannya dan mempunyai fisik 
fisik yang lebih tinggi dari rata-rata. Seringkali kata ini digunakan untuk 
merujuk secara spesifik kepada peserta atletik.  
a. Hak dan Kewajiban  
Secara Umum Atlet mempunyai Hak dan Kewajiban yang 
berpegang teguh pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa : 
Hak 
2) Setiap Olahragawan professional mempunyai hak untuk: 
a. Didampingi oleh, antara lain, manger, pelatih,tenaga medis, psikolog, 
dan ahli hukum 
b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan 
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c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi 
cabang olahraga, organisasi olahraga professional, atau organisasi 
olahraga fungsional; dan 
d. Mendapatkan pendapatan yang layak 
Kewajiban 
2) Setiap Olahragawan berkewajiban  
a. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga 
yang dilakasanakan; 
c. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan 
d. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap olahraga 
yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya  
3. Faktor- fakor penyebab Pembajakan Atlet 
Tentang Terjadinya Pembajakan Atlet ini merupakan sisi lain dari 
sebuah kejuaran olahraga , dalam permasalahan ini harus diakui 
sangat sulit untuk dibendung mengingat bersinggungan dengan 
banyak factor. Salah satunya atlet punya hak  untuk menentukan 
nasibnya ketika dia menilai kepedulian pengurus olahraga diaerahnya 
terhadapap profesinya rendah.  
Pendapat ini tak sepenuhnya diterima Ketua KONI Bangli I Made 
Gianyar. Ia yang juga Wakil Bupati Bangli menilai untuk terbangunnya 
sportivitas yang sehat, idealnya pembajakan atlet tetap arus 
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dieliminasi dengan kajian yang jelas. ''Secara holistik saya melihat 
banyak hal masih harus dibenahi dalam penyelenggaran Porda. Jika 
sasarannya untuk melahirkan atlet berprestasi, pembinaan atlet 
haruslah jelas,'' ujarnya.16 
Made Gianyar mengatakan, akibat terjadinya pembajakan atlet ini, 
kontingen Bangli akhirnya dikalahkan atlet Bangli yang berlaga untuk 
kabupaten lain. ''Kami sebenarnya bangga ketika atlet Bangli banyak 
dipakai kabupaten lain. Namun, prestasi semu semacam itu janganlah 
sampai menjadi tolok ukur prestasi olah raga satu kabupaten,'' 
sarannya. 
Ia menyarankan agar kelembagaan penyelenggaraan Porda 
dituntut lebih profesional demi tumbuhnya rasa nyaman dan 
sportivitas dalam bertanding. 
Berbicara tentang pengelolaan atlet, Ketua KONI Kabupaten 
Klungkung Wayan Candra juga urun pendapat. Ia mengatakan 
membentuk atlet yang berkualitas dalam ukuran prestasi hendaknya 
dimulai dari kebersamaan. Tak ada pihak yang secara mandiri mampu 
melahirkan atlet yang kuat. ''KONI harus sering-sering rapat, 
berkoordinasi dan meninjau latihan atletnya. Resep ini saya terapkan 
dalam menangani atlet Klungkung dan nyatanya mampu berbicara 
dalam Porda VII,'' ujarnya. 
                                                 
16(2005, 16September). Pembinaan Atlet Baru Sebatas Fisik[Online]. 
Tersedia:http://www.balipost.co.id/balipostcetak/or5.htm [10November 2014]. 
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Wayan Candra yang juga Bupati Klungkung ini menegaskan, uang 
bukanlah segalanya dalam pembentukan atlet. Kebersamaan dan 
terlibatnya semua pihak dengan komitmen yang sama, akan 
memberikan hasil yang lebih jelas. Kalaupun wacana  pembajakan 
atlet berkembang, Candra menilai layak mendapat pengawasan 
dengan pendekatan aturan. 
Pembajakan atlet ini sangat lumrah dilakukan akibat tak adanya 
komitmen yang sama dalam melahirkan dan membina atlet yang 
berprestasi. Padahal, untuk membangun satu prestasi olah raga ada 
tiga pilar yang perlu dibenahi. Atlet yang menjadi bahan ''transaksi'' 
demi prestise tak bisa begitu saja disalahkan. Atlet jelas memikirkan 
nasibnya. Ketika kepedulian dan pemeliharaan atlet lemah, jelas atlet 
memiliki cara lain untuk memantapkan prestasinya dan pembentukan 
bibit dan pemeliharaan dalam kerangka pembinaan haruslah jelas. 
Selebihnya atlet yang kerap menjadi kontingen Indonesia dalam 
SEA Games ini mengusulkan agar pengurus KONI dan pelatih juga 
mendapat pembinaan yang jelas. masih mudah ditemukan pengurus 
yang tak profesional mengelola bidangnya. Begitu juga dengan 
pelatih. Untuk itu, harus ada satu strategi yang jelas dalam 
pengelolaan atlet. ''Selama ini yang diatur baru sebatas pembinaan 
dari segi fisik atlet, sedangkan pembinaan nonfisiknya diabaikan,''  
Aturan tentang pembatasan jual-beli atlet, menurutnya, hanyalah 
bentuk-bentuk kepedulian fisik terhadap atlet. Idealnya, ada satu 
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bentuk yang lebih komprehensif, sehingga atlet bisa tenang 
menggeluti bidangnya. 
Di sisi lain,agar sportivitas benar-benar menjadi spirit Kejuaraan 
Olahraga. Penjaringan dan pembinaan atlet haruslah menjadi bagian 
tugas Pengurus Olahraga , lalu secara bersama-sama dibina untuk 
meraih prestasi. Jika Kejuaraan Olahraga diarahkan untuk mengejar 
prestise semata, pembajakan atlet tetap akan terjadi. Ini jelas 
memprihatinkan system keolahragaan kita ketika orientasi Kejuaraan  








A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan pertimbangan 
bahwa objek permasalahan yang dibahas terdapat di Sulawesi Selatan. 
Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor Komite Olahraga 
Nasional Indonesia Sulawesi Selatan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui 
wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini 
adalah pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan 
beberapa atlet di Sulawesi Selatan. 
2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 
langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau 
lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-
laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan  
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Dampak Pembajakan Atlet yang terjadi di Sulawesi Selatan 
Maraknya pembajakan Atlet yang terjadi saat ini mempunyai dampak 
negative bagi sistem keolaharagaan itu sendiri.  Sebelum melangkah lebih 
jauh penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang pembajakan atlet 
sebagamana tertera dibawah ini 
 










1. PON XVI Palembang 258 10 14 5,4% 
2. PON XVII Samarinda 276 6 10 3,6% 
3. PON XVIII Riau 245 7 18 7,3% 
Tabel 1: Keikutsertaan SULSEL dalam multievent olaharaga nasional (Sumber: 
Bidang Pembinaan Prestasi KONI SUL-SEL) 
 
Berdasarakan data yang diperoleh dari Bidang Pembinaan Prestasi 
KONI SUL-SEL yang menunjukkan dalam keikutsertaan SUL-SEL dalam 
Pekan Olahraga Nasional Atlet Sulsel pada PON XVIII Riau yang 
menunjukkan atlet yang dibajak persentase tertinggi yaitu 7,3% dengan 
jumlah 18 atlet, kemudian diikuti PON XVI Palembang dengan persentase 
yaitu  5,4% dengan jumlah 10 atlet dan pada PON XVII Samarinda 









dengan persentase 3,6% dengan jumlah 10 atlet. Berdasarkan data diatas 
penulis ingin menunjukkan bahwa pembajakan atlet sangat  berpengaruh 
dalam prestasi daerah dalam suatu daerah dalam mengikuti event 
olahraga. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan Atlet Sulawesi Selatan yang 
Mengikuti Pekan Olahrag Nasional: 



























Ingin membuktikan setiap atlet 
bahwa dengan kondisi KONI 






Bonus atau Pendapatan lebih 






Ingin persaingan yang lebih 






Ingin mengangkat prestasi 








Lebih nyaman bertanding 
mewakili daerah asalnya 
Tabel 2: Tanggapan responden atlet terhadap pembajakan atlet  (Sumber: hasil olah 
data primer 2014) 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai atlet-
atlet Sulawesi Selatan yang mengikuti Pekan Olaharaga Nasional (PON) 
mengaku tidak setuju dengan adanya pembajakan atlet. Dari hasil 
wawancara dengan atlet Hari menyatakan bahwa pembajakan pemain 
memberi dampak kepada teman-teman atlet yang lainnya dengan iming-
iming yang bagus maka banyak juga teman-teman atlet yang akhirnya 
mutasi dan meninggalkan daerah asalnya. Padahal yang membesarkan 
atlet itu sendiri yaitu daerah asalnya tapi yang terjadi seakan-akan atlet-
atlet tidak ingin membanggakan daerah asalnya . demikian pula dengan 
atlet Nuril yang mengatakan loyalitas dan mental teman-teman atlet yang 
lain harus diperbaiki agar tidak mudah membela daerah diluar daerah 
asalnya . apabila loyalitas atlet bagus maka setidaknya akan mengurangi 
dampak pembajakan pemain. 
Berbeda dengan atlet Heru yang mengatakan kekecewaannya 
terhadap Pengurus Olahraga yang ada di daerahnya . kalau 
kepengurusan olahraga lebih memperhatikan atlet-atletnya maka atlet-
atlet tersebut tidak mudah meninggalkan daerahnya. Dan Fauzi yang 
mengatakan ingin merasakan persaingan yang lebih ketat dibandingkan 
jika dia tetap di daerah asalnya karena menurutnya bisa berguna untuk 




Dari hasil wawancara dengan beberapa atlet di atas pembajakan 
pemain penulis memperoleh data sebagai berikut: 
No Hasil Penelitian  Jumlah (N) Persentasi (%) 
1. Menyetujui 9 30% 
2. Tidak Setuju 21 70% 
Jumlah 30 100% 
   
Walaupun Pembajakan atlet memberi dampak yang negatif bagi sistem 
keolahragaan itu sendiri tapi lumayan banyak juga atlet yang menyetujui 
pembajakan atlet itu sendiri. Atlet-atlet lebih senang membawa daerah 
luar dikarenakan lebih baik dan lengkap sarana dan prasarana yang 
disiapkan juga ditambah dengan finansial yang cukup banyak dan diyakini 
atlet lebih baik untuk mengembangkan dirinya. 
B. Perlindungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 
Terhadap Permasalahan Pembajakan Atlet 
Banyak Atlet-Atlet yang terkena Pembajakan merupakan suatu 
masalah yang menjadi pembicaraan dan perhatian yang memuncak pada 
saat menjelang multievent olahraga seperti PON dalam pembicaraan 
sehari-hari maupun di media massa. 
Yang menjadi permasalahan pembajakan atlet sangat berdampak 
pada prestasi daerah yang atletnya dibajak dalam keikut sertaannya 
dalam event-event olahraga. Selain itu pembajakaan atlet itu pun dapat 
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menjadi suatu jalan pintas untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi 
tanpa harus melakukan pelatihan atau pembinaan jangka panjang lagi 
karena sangat membutuhkan waktu yang lama . oleh karena itu daerah-
daerah yang bisa dikatakan tingkat finansialnya lebih tinggi cenderung 
lebih memilih cara ini untuk mendapatkan atlet-atlet berprestasi. 
Pemerintah berusaha meramu aturan-aturan yang dapat memberikan 
perlindungan hukum terhadap atlet-atlet dan dunia keolahragaan. Aturan 
tersebut dibuat dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan 
keolahragaan yang terkait, undang-undang ini mengatur secara tegas 
mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab 
semua pihak. Adapun aturan-aturan yang mengatur tentang penyelesaian 
sengketa dalam sistem keolahragaan nasional terdapat dalam pasal 88 
UU No. 3 Tahun 2005 
Pasal 88 merumuskan tentang : 
(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui 
musyawarah dan  mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi 
cabang olahraga. 
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh 
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Apabila penyelesaian yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, 






Dalam hal alternatif penyelesaian, sengketa dilaksanakan dengan 
cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain 
diperlukan para pihak sesuai dengan pengaturan perundang-undang. 
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap atlet dalam dunia 
keolahragaan nasional maka sangat diperlukan adanya pengawasan. 
Dalam hal pengawasan, UU tentang Keolahragaan Nasional 
merumuskannya dalam Pasal 87 UU No. 3 Tahun 2005 sebagai berikut: 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan 
pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
(3) Pengwasan dan pengendalian olahraga profesionalitas 
dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah 
 
Tentang Pengawasan, sebagaimana yang disebut diatas, diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2011 Tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menjelelaskan 
bahwa satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang 
mengkordanisasi dan membina kegiatan olahraga dan prestasi diseluruh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI). 
 KONI sebagai induk keolahragaan, mempunyai tugas-tugas 
sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 KEPRES RI No. 72 Tahun 
2001 sebagai berikut: 
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Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas: 
a. Membantu pemrintah dalam menetapkan kebijakan nasional di 
bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik 
amatir maupun professional. 
b. Mengkordinasi dan membina kegiatan olahraga prestasi yang 
pelaksanaanya dilakukan oleh organisasi induk cabang olahraga 
yang bersangkutan. 
c. Melaksanakan dan mengkordinasikan keikutsertaan induk-induk 
cabang olahraga dalam multievent  nasional, regional, dan 
internasional. 
d. Melaksanakan evaluasi dan pengawsan untuk mencapai 
konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan. 
Oleh Karena itu dalam permasalahan pembajakan atlet sangat 
bergantung pada koordinasi dan kepengawasan Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) ksusunya dalam kepengawasan aturan-aturan 
tentang mutasi, penyelesaian sengketa sampai dengan pemberian sanksi 
sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan No. 15 Tahun 1995 (21-
01-1995) tentang : Ketentuan Mutasi Atlet Antar Daerah. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua bagian Bina Prestasi 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) SULSEL, Bapak Nukrowi 
(diwawancara pada tanggal 28 Oktober 2014) mengemukakan bahwa: 
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“Tidak bisa dipungkiri bahwa bonus yang diberikan kepada atlet-atlet 
di daerah luar memang lebih tinggi , padahal menurut bapak Nukrowi 
Bonus yang selama ini diberikan sudah maksimal menurutnya. Dan 
mengenai kasus pembajakan atlet ini memang tidak bisa dipaksakan atlet 
yang ingin pindah tapi asalkan sesuai dengan prosedur yang sudah ada 
tetapi dari pengurus KONI selalu memberi nasehat untuk lebih 
mengutamakan daerahnya dilahirkan dan dengan bangga mengangkatkan 
prestasi olahraga di daerahnya, ia juga mengungkapkan bahwa selama ini 
kami dari pengurus KONI belum pernah membawa permasalahan ini ke 
dalam suatu persidangan karena menurutnya biar bagaimana pun atlet 
yang dibajak kami menghargai apapun keputusannya”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa atlet-atlet di 
Sulawesi Selatan tidak menyetujui pembajakan beberapa diantaranya 
Bota yang mengemukan bahwa sebagus apapun perhatian dan sebesar 
apapun penghasilan yang didapat di daerah luar ia tetap ingin 
mengangkat prestasi olahraga daerah tempat dia dibesarkan ia juga 
mengangkat prestasi olahraga daerah tempat dia dibesarkan ia juga 
mengatakan kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mengangkat prestasi 
olahraga di daerahnya, berbeda dengan rekannya  Daus yang 
mengemukakan bahwa profesi atlet adalah sumber pendapatnya ooleh 
karena itu ia lebih memprioratiskan pendapatan dibanding lainnya selain 
itu ia mengatakan apabila kiranya Pemerintah Provinsi maupun KONI 
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lebih tinggi penghasilannya ia pasti akan tetap mewakili dan membawa 
nama daerahnya. 
 Hal-hal yang diuraikan Penulis diatas, merupakan gambaran 
tentang perlindungan hukum dalam dunia keolahragaan, terutama dalam 
permasalahan pembajakan terhadap atlet dan didasarkan pada UU 
tentang Keolahragaan Nasional Indonesia. 
 Undang-undang tentang Keolahragaan Nasional Indonesia tersebut 
akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan. Demi mewudjudkan 













KESIMPULAN DAN SARAN 
A.Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adanya pembajakan atlet dapat memberi dampak negatif bagi 
sistem keolahragaan di Indonesia karena Pembajakan atlet ini 
dapat menjadi jalan pintas untuk mendapatkan atlet-atlet 
berprestasi tanpa harus melakukan pelatihan dan pembinaan 
jangka panjang lagi dan pembajakan atlet ini dapat sangat 
merugikan daerah yang bisa dikatakan tingkat ekonominya rendah 
karena atlet-atlet yang dibajak biasanya dibajak oleh daerah yang 
lebih tinggi tingkat ekonominya.  Berbeda halnya dengan pedapat 
beberapa atlet yang mengatakan setuju dengan pembajakan atlet 
karena karena atlet berpandangan dengan pembajakan atlet itu 
maka atlet itu dapat kesempatan yang baik untuk mengembangkan 
karir mereka sebagai olahraga profesional karena menurut mereka 
persaingan disana lebih baik untuk mempermantap skill dan 
kemampuan mereka dan terlebih lagi pendapatan mereka lebih 
banyak dibanding membawa nama daerah asalnya. 
2.  Saat ini Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Kurang mencermati Permasalahaan ini 
meskipun sudah ada aturan yang jelas tentang Mutasi tapi 
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pengurus KONI seolah-olah melakukan pembiaran dalam masalah 
pembajakan terhadap atlet ini yang sudah sangat merugikan 
Sulawesi Selatan. Karena masalah ini bias dikatakan bukan 
masalah yang baru tapi kenyataannya tidak satu pun dari masalah 
pembajakan atlet ini dibawah ke meja hukum atau kepengadilan 
yang sesuai yurisdiksinya. 
B. Saran  
1. Pemerintah Provinsi hendaknya memperbaiki dan merawat sarana 
dan prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan, karena tanpa 
sarana dan prasarana yang layak maka prestasi yang diraih juga 
kurang maksimal dan dapat membuat atlet-atlet kurang nyaman 
melakukan segala aktivitas olahraga 
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Harus lebih 
memperhatikan atlet-atletnya dalam aspek apapun itu karena dengan 
begitu maka atlet-atlet yang ada akan lebih nyaman membela daerah 
asalnya dan setidaknya dapat mengurangi kasus pembajakan atlet. 
Juga menindak tegas apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran 
mengenai masalah pembajakan atlet ini. 
3..  Para Atlet hendaknya menambah loyalitas terhadap daerah dan 
mendahulukan daerah tempat dia dilahirkan dan membuat dia 
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